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Silabus 
Manajemen Keuangan Sektor Publik 

Kode Mata Kuliah: AKU6584 
3 SKS 

 
Dosen Pengampu:  Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak. 

Kantor:                   Magister Akuntansi FEB UGM 
Konsultasi:             Dengan Perjanjian. 
Alamat email:        ahali58@ugm.ac.id atau khusus utk tugas ke abhalim1958@yahoo.com 
 

DISKRIPSI MATAKULIAH  
 Mata Kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik merupakan pendalaman lebih lanjut 

dari perkuliahan Keuangan Negara dan Daerah, dengan lebih menekankan pada aspek 
manajerial dalam penerapan kebijakan Manajemen Keuangan di dalam proses 
pengambilan keputusan di berbagai bidang kegiatan organisasi (sektor) publik atau 

khususnya Pemerintah/Negara.  Tentu perkuliahan akan difokuskan pada organisasi 
Pemerintah baik Pusat maupun Daerah di Indonesia. Pembahasan dapat lebih berfokus 
lagi pada berbagai satuan kerja pemerintah pusat/daerah (K/L/SKPD/OPD) yang melayani 
publik atau masyarakat.  

 Inti tugas Manajemen Keuangan umumnya (yang biasanya dikenal sebagai manajemen 
keuangan di perusahaan/bisnis) adalah financial decision dan investment decision. 
Financial decision atau keputusan pembelanjaan merupakan upaya organisasi untuk 
memperoleh dana dari berbagai sumber dana dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan 

investment decision atau keputusan investasi merupakan upaya organisasi untuk 
mengalokasikan dana ke berbagai bentuk investasi dengan cara efisien dan efektif.  Pada 
Manajemen Keuangan Sektor Publik yang dalam hal ini adalah Manajemen Keuangan 
Pemerintah/Negara pembahasan akan menyangkut keputusan pada Manajemen 

Pendapatan, Manajemen Belanja, dan Manajemen Pembiayaan.  Itu semua tercermin 
dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara/Daerah/Desa.   

 
TUJUAN INSTRUKSIONAL  

Tujuan yang ditentukan pada silabus ini diharapkan sesuai dengan Learning Goals dan 

Learning Objectives yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. 
Tujuan ini juga termasuk meningkatkan written skill dan oral skill.  
  
Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu:  

 Memahami tentang seluk beluk Manajemen atau Pengelolaan Keuangan 
Pemerintah/Negara dan Daerah secara lebih baik agar terwujud sasaran manajemen 
keuangan pemerintah/negara yang telah ditentukan. Khususnya, mahasiswa diharapkan 
mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian dan konsep dasar manajemen keuangan 

pemerintah/negara yang dalam hal ini adalah APBN/D/Des. Selain itu mahasiswa juga 
mampu menganalisis peluang dan hambatan implementasinya.  
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 Memahami pengambilan keputusan strategik melalui kemampuan merajut dan 
mengeksekusi strategi manajemen keuangan pemerintah/negara. Khususnya,  mahasiswa 
mampu merancang dan mengimplementasikan berbagai taktik dalam manajemen 
keuangan pemerintah/negara.      

 

D. P0K0K BAHASAN, DAN SUB POKOK BAHASAN: 
 

No POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN Kegiatan 

01 Konsep dan Pengertian 

Manajemen Keuangan  

1.1 Overview Pengertian, Fungsi 

Manajemen Keuangan 
1.2 Sumber Dana dan Penggunaan 

Dana di Bisnis dan di Pemerintah 
1.3 Pendekatan Pembelajaran 

Manajemen Keu. Pemerintah/Negara 

Kuliah, Diskusi, 

 

02 Overview Akuntansi 
Keuangan dan  
Manajemen Keuangan, 

serta Penganggaran 

2.1       Akuntansi Keuangan dan 
Laporan Keuangan 
2.2      Manajemen Keuangan Negara 

2.3      Review APBN/APBD/APBDes 

Kuliah, Diskusi, 
Tugas 

03 Analisa Laporan 
Keuangan di 
Pemerintahan 

3.1 Pengertian Rasio Keuangan 
3.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 
3.3 Penilaian Kinerja Pemerintah 

Pusat/Daerah 

Kuliah, Diskusi, 
Tugas, Presentasi  

04 Manajemen Pendapatan 
Negara dari Pajak 

4.1 Pajak Penghasilan  
4.2 Pajak Pertambahan Nilai 
  

Kuliah, Diskusi, 
Tugas, Presentasi 

05 Manajemen Pendapatan 

Negara Bukan Pajak, dan 
Pendapatan Hibah 
 

5.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 

5.2 Penerimaan Hibah 
 

Kuliah, Diskusi, 

Tugas, Presentasi 

06 Manajemen Belanja 6.1 Belanja Pemerintah Pusat atau K/L 

6.2 Belanja Transfer 

Kuliah, Diskusi, 

Tugas, Presentasi 

07 Manajemen Pembiayaan 7.1 Manajemen Surplus/Defisit Negara 
7.2 Manajemen Hutang Negara 
7.3. Manajemen Investasi Negara  

Kuliah, Diskusi, 
Tugas, Presentasi 

 Ujian Tengah Semester  Take home exam 

08 Manajemen Pendapatan 
Daerah (1) 

8.1 Manajemen Pajak Daerah 
8.2. Manajemen Retribusi Daerah  

Kuliah, Diskusi, 
Tugas, Presentasi 

09 Manajemen Pendapatan 
Daerah (2) 

9.1 Manajemen Pendapatan Transfer 
9.2 Manajemen Pendapatan Daerah 

Lainnya yang Sah 

Kuliah, Diskusi, 
Tugas, Presentasi 

10 Manajemen Belanja 
Daerah 

10.1 Jenis dan Problematika Belanja 
Daerah 

10.2  Analisis Standar Belanja dan 
Standar Harga 

Kuliah, Diskusi, 
Tugas, Presentasi 
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11 Manajemen Pembiayaan 11.1 Pembiayaan Penerimaan/Investasi 

11.2 Pembiayaan Pengeluaran-Pinjaman 
Daerah 
11.3 Pembiayan-SiLPA 

Kuliah, Diskusi, 

Tugas Presentasi 

12 Manajemen Barang Milik 

Negara/Daerah  

12.1 Inventarisasi dan Pencatatan Status 

Aset/Kekayaan Negara 
12.2 Problematika Penilaian 

Aset/Kekayaan Negara 
12.3 Pengelolaan Optimalisasi Utilisasi 

Aset Daerah 

Kuliah, Diskusi, 

Tugas, Presentasi 

13 Manajemen Keuangan 
Desa 

13.1. Mengenal Desa sebagai Daerah 
Otonom 
13.2. Seluk Beluk APBDes 

13.3. Problematika Keuangan Desa 

Kuliah, Diskusi, 
Tugas, Presentasi 

14 Review dan Evaluasi 
Proses Pembelajaran 

14.1. Review APBN 
14.2. Review APBD 
14.3. Review Kendala Pembelajaran 
14.4. Look Forward Manajemen 

Keuangan Sektor Publik 

Kuliah, 
Diskusi, 
 

 Ujian Akhir Semester  Take home exam 

 

E. EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

Evaluasi dan Penilaian prestasi mahasiwa meliputi item dan proposi berikut; 
1. Tugas-tugas Mingguan       :10% 
2. Ujian Tengah Semester       :20% 
3. Ujian Akhir Semester         :20% 

4. Presensi dan Partisipasi       :30% 
5. Big Paper                             : 20%  

Penilaian untuk nilai A, A-, A/B, B+, B, dst-nya didasarkan judgement pengampu dengan 
memperhatikan hasil gabungan item penilaian, dengan menjunjung tinggi integritas, kualitas, dan 

kearifan untuk kebaikan Bersama. 

  
 

F. REFERENSI  

Referensi yang ada didasarkan buku-buku teks berikut, dengan menganjurkan kepada mahasiswa 
untuk mencari edisi terbaru. 
 
Jones, B.M (1996) Financial Management in the Public Sector, London: McGraw-Hill. (J)  

Brigham, E.F. (2004) Fundamental of Financial Management, 10th Ed, NY: SW Learning. (B)  
Jones, Rand Pendlebury, M. (1996) Public Sector Accounting, 5th Ed., London: Pitman. (J & P)  
Coe, C.K. (1989) Public Financial Management, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. (C)  
Nicholls, D. (1991) Managing State Finance, New South Wales: Treasury. (N)  
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Undang-Undang (UU):  
Dalam belajar untuk perkuliahan ini sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  Mahasiswa diminta mencari dan mengikuti peraturan terbaru.  Hal ini mengingat sangat 
seringnya peraturan berubah sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Berikut UU dan 
Peraturan di bawahnya, dan tidak terbatas pada yang tercantum, untuk diketahui dan dipelajari:  

   
1. Undang-Undang R.I. tentang Pemerintahan Daerah.  

2. Undang-Undang R.I. tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan 
Daerah.  

3. Undanq-undang R.I.  tentang Keuangan Negara.  

4. Undang-Undang R I tentang APBN 

5. Undang-Undang R.I  tentang Perbendaharaan Negara.  

6. Undang-Undang R.I. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

7. Undang-Undang R.I. tentang Perpajakan Nasional.  

8. PP tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.  

9. PP  tentang Pinjaman Daerah.  

10.  PP  tentang Dana Perimbangan.  

11.  PP tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.  

12.  PP  tentang Hibah Kepada Daerah.  

13.  Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

14.  Permendagri  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

15.  Berbagai Permenkeu terkait Pengelolaan Keuangan Negara/APBN 

16.   Lain-lain sumber ditentukan di kelas 

G.  Lain-lain 

Silabus dibuat dalam kondisi ideal.  Perubahan atau penyesuaian dapat saja terjadi atas 
kesepakatan bersama demi kebaikan proses pembelajaran, tanpa mengurangi kualitas yang 
menjadi tanggung jawab bersama. 

 


